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Abstrak 
Penelitian tentang implementasi hukum adat dengan sanksi kasepekang ditinjau 
dari perspektif HAM ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) latar belakang 
dijatuhkannya sanksi kasepekang, (2) aturan sanksi kasepekang (3) hak dan kewajiban 
yang dimiliki oleh orang yang terkena sanksi kasepekang, dan (4) posisi sanksi kasepekang 
ditinjau dari perspektif HAM. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka. 
Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian hukum 
kasepekang ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) menunjukkan bahwa: (1) 
latar belakang seseorang dikenakan pada sanksi kasepekang umumnya berkaitan dengan 
pelanggaran terhadap awig-awig desa adat, akibat tidak membayar iuran/paturunan di desa 
pakraman, dan penyalahgunaan wewenang desa pakraman. (2) Penjatuhan sanksi berupa 
kasepakang kepada warga mengacu pada aturan yang mengatur mekanisme pemberian 
sanksi, tahapan pemberian sanksi, hak dan kewajiban penerima sanksi, hingga lamanya 
sanksi tersebut diberlakukan. (3) Terhadap si penerima sanksi kasepekang melekat hak-
hak: memanfaatkan setra (kuburan) banjar atau desa pakraman memanfaatkan tempat suci 
dan fasilitas lain milik banjar atau desa pakraman, memanfaatkan tempat suci untuk tujuan 
khusus, dilakukan atas seizin prajuru banjar. Selama dalam masa kasepekang, pihak yang 
dikenakan sanksi adat kasepekang berkewajiban mengadakan pendekatan kepada krama 
banjar guna mengupayakan penyelesaian permasalahan yang dihadapi. (4) Ditinjau dari 
sudut HAM, beberapa kalangan menilai bahwa sanksi kasepekang dinilai melanggar HAM 
karena sanksi kasepekang terhadap seseorang, itu berarti orang yang bersangkutan tidak 
diajak bertegur sapa atau berkomunikasi padahal dalam rumusan HAM terkait dengan hak 
atas kebebasan informasi menyebutkan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. 
 
Kata kunci: HAM, kasepekang, sanksi 
 
Abstract 
Research on the implementation of customary law with kasepekang sanction viewed from 
the perspective of Human Rights aims to describe: (1) background of imposition of 
kasepekang sanction, (2) kasepekang sanction rule (3) rights and obligations owned by 
people affected by kasepekang sanction, and (4) kasepekang sanction position from human 
rights perspective. Data were collected using literature study. Data analysis was done by 
qualitative descriptive method. The results of kasepekang legal research viewed from the 
perspective of human rights shows that: (1) the background of a person imposed on 
kasepekang sanctions generally relates to violation of awig-awig customary village, due to 
non-payment of dues in pakraman village, and abuse of village pakraman authority. (2) 
The imposition of sanctions in the form of kasepakang to the citizens refers to the rules 
governing the mechanism of sanctions, the stages of sanctioning, the rights and 
obligations of the recipient of sanctions, until the duration of such sanctions imposed. (3) 
To the recipient of kasepekang sanction inherent rights: utilizing the grave or pakraman 
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village, utilizing sanctuary and other facilities belonging to banjar or pakraman village, 
and utilizing a holy place for a special purpose, carried out with the permission of prajuru 
banjar. During the period of kasepekang, the parties subject to the kasepekang adat 
sanction are obliged to approach the krama banjar in order to solve the problems faced. 
4) Judging from the perspective of human rights, some people believe that kasepekang 
sanction is considered to violate human rights because kasepekang sanction against 
someone, it means that the person concerned is not invited to greet or communicate when 
in the formulation of human rights related to the right to freedom of information mention 
every person has the right to communicate and Obtain information to develop their 
personal and social environment. 
 
Keywords: human rights, kasepekang, sanctio 
 
I. PENDAHULUAN 
 Hukum dan masyarakat 
merupakan dua hal yang tidak dapat 
dipisahkan. Cicero (dalam Mustafa, 
2003:12) menyebutkan bahwa dimana 
ada masyarakat, di sana ada hukum”. 
Pernyataan tersebut, juga didukung oleh 
Apeldoorn (dalam Mustafa, 2003:12) 
yang menyatakan bahwa “hukum ada di 
seluruh dunia, di mana ada masyarakat 
manusia”. Kedua pendapat tersebut 
berlandaskan pada tujuan hukum yang 
mengatur kehidupan bermasyarakat demi 
mencapai ketertiban umum. Tanpa 
adanya hukum, maka tidak akan tercapai 
kehidupan masyarakat yang tertib 
(Srilaksmi, 2020).  
Hukum dalam suatu wilayah tidaklah 
muncul begitu saja, namun merupakan 
bagian dari budaya masyarakat. Dengan 
kata lain, hukum berasal dari kebiasaan 
masyarakat. Hal ini seperti yang 
dikemukakan oleh Savigny (dalam 
Mustafa, 2003:12)  yang menyatakan 
bahwa hukum merupakan bagian dari 
budaya masyarakat, hukum tidak lahir 
dari tindakan bebas (arbitrary act of a 
legislator), tetapi ditemukan di dalam 
jiwa masyarakat (volkgeist). Sehingga 
hukum dapat dikatakan berasal dari 
kebiasaan dan selanjutnya dibuat melalui 
aktivitas hukum (juristice activity).  
Indonesia dikenal sebagai negara hukum. 
Sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat 
(3) UUD 1945 disebutkan bahwa 
“Negara Indonesia adalah negara 
hukum”. Pathurokhman (2009:68) 
menyatakan bahwa sebagai negara 
hukum masyarakat Indonesia telah 
memiliki hukum sendiri, yaitu hukum 
yang lahir dari jiwa masyarakat 
(volkgeist) Indonesia yang dikenal 
sebagai Hukum Adat. Surpha (2004:31) 
menyatakan bahwa “hukum adat adalah 
hukum indonesia asli yang bentuknya 
tidak tertulis dalam bentuk perundang - 
undangan Republik Indonesia yang 
mengandung unsur agama”.  
Eksistensi tentang keberadaan hukum 
adat tertuang dalam konstitusi yaitu Pasal 
18B ayat (2) Undang- Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945 yang 
menyatakan “Negara mengakui dan 
menghormati kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak-hak 
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, yang diatur dalam undang-
undang”. Ketentuan Pasal 18 B ayat (2) 
menyiratkan bahwa hak-hak tradisional 
tersebut termasuk hukum adat diakui 
keberadaannya. Kedudukan hukum adat  
juga tersirat dalam Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) 
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 
menyatakan bahwa “Hakim dan hakim 
konstitusi wajib menggali, mengikuti dan 
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memahami nilai-nilai hukum dan rasa 
keadilan yang hidup dalam masyarakat”. 
Pengakuan keberadaan hukum adat hal 
ini dapat dilihat dari frase “nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup 
dalam masyarakat”.  
Demikian pula Pasal 50 ayat (1) Undang-
Undang yang sama  menyatakan 
“Putusan pengadilan selain harus memuat 
alasan dan dasar putusan, juga memuat   
pasal tertentu dari peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan atau sumber 
hukum yang tidak tertulis yang dijadikan 
dasar untuk mengadili”. Frase sumber 
hukum yang tidak tertulis  
mengindikasikan pengakuan terhadap 
nilai-nilai hukum  adat yang umumnya 
disebut hukum yang tidak tertulis.  
Salah satu daerah di Indonesia yang 
masih memegang teguh hukum adat 
adalah masyarakat di Bali. Masyarakat 
Bali memang masih sangat kental dengan 
adat istiadat. Sehingga hukum adat juga 
tidak lepas dari kehidupan sehari-hari 
mereka. Dalam kehidupan sehari-hari 
kita masih dapat melihat penyelesaian 
masalah dengan hukum adat. Hukum adat 
yang berlaku dalam masyarakat hukum 
adat Bali adalah Hukum Adat Bali. 
Windia (2006:6) menyatakan bahwa 
hukum Adat Bali merupakan kompleks 
norma-norma, baik dalam wujudnya yang 
tercatatkan maupun yang tidak 
tercatatkan, berisi perintah, kebolehan 
dan larangan, yang mengatur kehidupan 
masyarakat hukum adat Bali yang 
menyangkut hubungan antara sesama 
manusia, hubungan manusia dengan 
lingkungan alamnya, dan hubungan 
antara manusia dengan Tuhannya dengan 
tujuan mensejahterakan umat manusia. 
Hukum Adat Bali sangat kental dengan 
pengaruh agama Hindu, karena kuatnya 
pengaruh agama Hindu sehingga sulit 
membedakan mana aspek kehidupan 
orang Bali bersumber dari kebudayaan, 
tradisi maupun kebiasaan masyarakat 
Bali dan mana yang bersumber dari 
agama Hindu. Tujuan hukum adat Bali 
adalah adanya keharmonisan  hubungan 
antara manusia, alam lingkungan dan 
penciptanya yang  merupakan penerapan 
filosofi Tri Hita Karana (Darmawan, 
2020).  
Masalah dalam kehidupan masyarakat 
Bali yang muncul dari aktivitas sehari-
hari, dan dapat diselesaikan secara 
sederhana pula oleh perangkat pimpinan 
(prajuru) desa adat sesuai ketentuan yang 
telah disepakati bersama, baik secara 
tertulis maupun lisan (Suadnyana & 
Yuniastuti, 2019). Jika kata kesepakatan 
tidak tercapai, permasalahan akan 
dibahas dalam rapat (paruman) yang 
melibatkan seluruh warga desa. Warga 
desa yang terbukti melakukan 
pelanggaran adat, namun tetap 
bersikukuh dengan pendiriannya, tidak 
bersedia menaati keputusan rapat dapat 
dijatuhi sanksi. Sanksi tersebut mulai dari 
yang paling ringan berupa permintaan 
maaf kepada seluruh warga, sampai yang 
paling berat, berupa pemberhentian atau 
dikucilkan sebagai warga desa adat 
(kasepekang). Semua itu didasarkan atas 
konsep keseimbangan, saling 
menghargaai dan menghormati satu sama 
lainnya, bahkan sangat jarang sekali 
kasus adat penyelesaiannya melalaui jalur 
hukum (Wulandari & Untara, 2020). 
 Kasepekang adalah salah satu sanksi 
adat yang dikenal di Bali.   Kasepekang 
adalah istilah hukum adat di pulau Bali 
untuk mereka yang dikeluarkan atau 
dikucilkan dari desa adat berdasarkan 
awig-awig/hukum adat yang berlaku di 
daerah itu sampai yang bersangkutan 
membayar kewajiban denda adat. Selain  
kasepekang, terdapat juga sanksi serupa 
namanya kanoroyang.  Kasepekang 
berarti diberhentikan sementara sebagai 
warga desa, sementara kanoroyang 
berarti diberhentikan tetap. Perlu 
dikemukakan bahwa dalam beberapa 
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desa pakraman, terdapat pengertian yang 
sebaliknya.  Kasepekang diartikan 
sebagai pemberhentian permanen atau 
tetap, sedangkan kanoroyang berarti 
diberhentikan sementara (Paramita, 
2020). 
 Menurut Kersten (dalam Sukrada, 
2013:3),  kasepekang berasal dari kata 
“sepek” yang mengandung arti 
“mempermasalahkan di hadapan orang”. 
Dalam Kamus Bali–Indonesia yang 
dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dasar 
Prov. Dati I Bali (1991:637) disebutkan 
bahwa kata sepek diartikan sebagai 
“kucilkan” dan kasepekang sama dengan 
“dikucilkan”. Pendapat lain tentang  
kasepekang dikemukakan oleh Wayan 
Koti Cantika. Dosen hukum adat Bali di 
Fakultas Hukum Unud yang menyatakan 
bahwa  kasepekang berasal dari kata sepi 
ikang yang mempunyai arti “kucilkan”. 
Dalam konteks sanksi adat, menurut 
Cantika  kasepekang berarti masih diakui 
keberadaannya sebagai warga, tetapi 
dikucilkan dari berbagai aktivitas banjar 
adat atau desa adat. Istilah lain  
kasepekang adalah kaeladang, 
kamenengang, tan poleh arah-arahan, 
dan kagedongin. Apapun sebutan dan 
istilahnya, pada dasarnya mengandung 
arti yang sama, yaitu diberhentikan dan 
dikucilkan sebagai warga desa pakraman.  
Dalam pengambilan keputusan 
pemberian sanksi  kasepekang, para 
pemberi keputusan berpedoman pada 
nilai-nilai universal yang dipakai oleh 
para tetua adat, yaitu: Asas gotong 
royong, fungsi sosial manusia dan milik 
dalam masyarakat, asas persetujuan 
sebagai dasar kekuasaan umum 
(musyawarah), dan asas perwakilan dan 
permusyawaratan. 
Dalam ketentuan resmi seperti Keputusan 
Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) 
Bali maupun awig-awig tertulis, 
digunakan istilah  kasepekang untuk 
menyebut warga desa yang dikucilkan 
dari lingkungan desanya. Sebagai sebuah 
sanksi adat,  kasepekang mengandung 
arti pemberhentian sebagai warga (krama 
desa) di desa adat atau sekarang disebut 
desa pakraman. Sebutan desa adat resmi 
diganti berdasarkan Perda No. 3 Tahun 
2001 tentang Desa Pakraman. Perlu 
ditegaskan bahwa perubahan nama ini 
tidak menimbulkan dampak yang 
signifikan terhadap keberadaan desa. 
Dengan kata lain dapat dikemukakan 
bahwa “desa adat” atau “desa pakraman” 
pada hakikatnya mengandung arti dan 
makna yang sama (Made & Somawati, 
2020).  
Sebuah desa adat/desa pakraman, terdiri 
dari tiga unsur, yaitu: (1) unsur 
parahyangan (berupa pura atau tempat 
suci agama Hindu). (2) unsur pawongan 
(warga desa yang beragama Hindu). (3) 
unsur palemahan (wilayah desa yang 
berupa karang ayahan desa dan karang 
gunakaya). Desa pakraman di Bali kini 
berjumlah 1.349. Jumlah ini terus 
bertambah sejalan dengan keinginan 
krama desa dalam wadah “banjar 
pakraman” untuk memisahkan diri 
dengan desa pakraman induknya dan 
membentuk desa pakraman baru semakin 
meningkat (Gunawijaya, 2019). 
  Kasepekang tidak memiliki hukum 
acara, sehingga hukuman ini tidak 
menyangkut hukum badan, karena tidak 
ada penahanan,  tidak juga tahanan 
rumah atau kota karena yang 
bersangkutan bisa keluar rumah dan 
keluar kota sebebas-bebasnya.  Biasanya 
seorang atau kelompok anggota banjar 
yang dianggap melanggar norma 
norma/awig-awig tersebut dikucilkan dari 
banjar/desa adat setempat, dilarang 
tinggal di wilayah tersebut, tidak boleh 
menggunakan fasilitas kuburan dan juga 
dilarang berkomunikasi maupun 
bersosialisasi dengan anggota banjar 
lainnya. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat 
diketahui bahwa sanksi  kasepekang 
dapat dikategorikan hukuman berat yang 
diterima seorang warga di desa atau 
banjarnya. Dampak yang ditimbulkan 
oleh sanksi ini juga tidaklah mudah. 
Mereka yang terkena sanksi ini salah 
satunya adalah mereka yang diperlakukan 
seperti layaknya bukan penduduk desa, 
sehingga tidak dapat melakukan upacara 
penguburan anggota keluarganya yang 
telah meninggal karena tanah tempat 
penguburan adalah milik adat. Kendati 
sanksi ini tergolong berat dan dihindari 
oleh warganya, namun warga yang 
terkena sanksi ini cukup banyak.  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
Windia (2009) menemukan bahwa 
adanya 24 kasus warga yang menerima 
sanksi  kasepekang di Bali dari tahun 
1999-2005. Kasus-kasus ini terjadi di 
tujuh dari sembilan kabupaten di Bali, 
seperti yang ditunjukkan dalam tabel 1. 
 
Tabel 1. Jumlah Kasus Kasepekang 
 
No Kabupaten Jumlah 
1 Karangasem 4 
2 Klungkung 2 
3 Bangli 3 
   
4 Gianyar 7 
5 Badung 3 
6 Tabanan 2 
7 Buleleng 3 
Total 24 
 
Kasus-kasus ini umunya terjadi karena 
warga yang bersangkutan melanggar 
ketentuan adat yang berupa 
ketidakhadiran dalam berbagai kegiatan 
adat di desa. Warga yang bersangkutan 
baru dapat diterima kembali menjadi 
anggota desa, apabila telah melakukan 
syarat-syarat yang telah ditentukan oleh 
desa, seperti: membayar sejumlah denda, 
melaksanakan upacara tertentu, serta 
meminta maaf kepada segenap warga 
desa. Besar dan rincian syarat-syarat ini 
tidak selalu sama pada tiap desa 
mengingat tiap-tiap desa bisa memiliki 
ketentuan awig-awig tersendiri (Windia, 
2009). 
Tindakan yang diambil oleh warga yang 
dikenai sanksi kasepekang umumnya 
adalah dengan berdamai dengan pihak 
desa atau banjar. Mereka menerima 
sanksi tersebut dan mengikuti ketentuan-
ketentuan yang disyaratkan kepada 
meraka untuk dapat kembali diterima ke 
desa atau banjarnya (Setia, 2008). 
Sebagai contoh warga di Klungkung 
yang dikenai sanksi  kasepekang 
memutuskan untuk mendatangi klian 
banjar untuk meminta maaf dan meminta 
diberi kesempatan mekrama kembali. 
Sanksi ini dikenakan kepada mereka 
karena warga tersebut dipandang telah 
memberi keterangan kepada kepolisian 
atas suatu sengketa tanah yang 
memojokkan klian banjar tempat mereka 
tinggal. Dampaknya mereka dilarang 
mengakses setra (kuburan), pura 
kahyangan tiga, dan tidak boleh menyapa 
maupun disapa warga lainnya.  
Melihat dampak yang ditimbulkan sanksi  
kasepekang, maka tidak heran apabila 
sanksi ini dipandang sebagai sanksi berat. 
Maka, tidak mengherankan juga apabila 
setiap warga menghindari sanksi ini. 
Mengalami sanksi sosial maupun sanksi 
hukum merupakan peristiwa berat dalam 
hidup manusia yang dapat menyebabkan 
efek psikologis yang negatif. Efek 
psikologis yang dimaksud adalah: stress, 
depresi, bahkan resiko gangguan 
psikosis.  
Kenyataan lain juga menunjukkan bahwa 
setiap kali sanksi adat  kasepekang 
dijatuhkan selalu saja menuai kontroversi 
berkepanjangan. Penerapan sanksi 
tersebut terbukti tidak menyelesaikan 
masalah, sebaliknya justru menimbulkan 
masalah baru, terutama dalam hubungan 
Pariksa – Jurnal Hukum Agama Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja   
   45 
 
dengan penguburan jenazah dan atau 
penggunaan setra. Atas dasar kenyataan 
tersebut maka berdasarkan Hasil 
Pasamuhan Agung II MDP Bali tahun 
2007, yang dituangkan dalam Keputusan 
Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) 
Bali Nomor: 01/Kep/Psm-2/MDP 
Bali/X/2007, Jumat 12 Oktober 2007, 
sepanjang mengenai sanksi adat  
kasepekang dan kanorayang, ditentukan 
bahwa ”Penjatuhan sanksi adat  
kasepekang dan kanorayang dilarang 
sementara, sampai adanya rumusan yang 
memadai mengenai pengertian dan tata 
cara menjatuhkan sanksi adat tersebut, 
yang berlaku bagi semua desa pakraman 
di Bali.” Menindaklanjuti Keputusan 
MUDP (2007) di atas, maka perlu 
ditegaskan pengertian sanksi adat  
kasepekang dan sanksi adat kanorayang. 
Yang dimaksud dengan kasepekang (atau 
istilah lain) dalam hal ini adalah 
pemberhentian sementara sebagai 
anggota banjar dan desa pakraman, 
sehingga yang terkena sanksi  
kasepekang tidak berhak mendapatkan 
panyanggran (pelayanan/bantuan) banjar 
dan desa pakraman yang ditandai dengan 
tidak mendapatkan arah-arahan (suaran 
kulkul). 
Permasalahan lain yang muncul terkait 
sanksi kasepekang adalah berkaitan 
dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak 
Asasi Manusia adalah salah satu konsep 
yang dianut oleh negara Indonesia yang 
berlandaskan Pancasila. HAM di 
Indonesia menekankan pada keluhuran 
martabat manusia secara menyeluruh. 
Konsep HAM sebagai penjabaran 
Pancasila telah dicantumkan dalam 
pembukaan UUD 1945 dan dalam 
beberapa pasalnya. Hak asasi sebagai 
penjabaran pancasila, tidak hanya 
menyangkut kebebasan namun juga 
keadilan.  
Masyarat Bali yang hidupnya dilandasi 
oleh agama Hindu juga mengenal nilai-
nilai HAM. Nilai-nilai HAM tersebut 
dapat dilihat dari ajaran ”Tat Twum Asi”. 
Ajaran tersebut mengajarkan untuk saling 
menghormati satu sama lain atau tidak 
saling menyakiti antar sesama. Selain 
ajaran tersebut, masih banyak ajaran 
agama Hindu lainnya yang mengandung 
nilai-nilai HAM. HAM yang dianut oleh 
masyarakat Bali dijadikan acuan agar 
tidak bertindak dan bersikap melawan 
HAM dan harus berusaha menegakkan 
HAM.  
Berkaitan dengan hal tersebut muncul 
pertanyaan berkaitan dengan aplikasi 
sanksi  kasepekang ditinjau dari 
perspektif HAM. Pertanyaan ini muncul 
karena warga yang terkena sanksi  
kasepekang umumnya dikucilkan dan 
tidak dapat berkomunikasi dengan warga 
di desa atau banjarnya. Untuk menjawab 
hal tersebut, maka perlu dikaji lebih 
lanjut mengenai (1) latar belakang 
dijatuhkannya sanksi  kasepekang, (2) 
aturan dalam penerapan sanksi 
kasepekang, (3) hak dan kewajiban yang 
dimiliki oleh orang yang terkena sanksi  
kasepekang, dan (4) posisi hukum  
kasepekang ditinjau dari perspektif HAM 
 
II. HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
Untuk mengumpulkan data terkait 
implementasi hukum adat dengan sanksi  
kasepekang ditinjau dari perspektif hak 
asasi manusia (HAM), maka dilakukan 
melalui studi pustaka. Studi pustaka 
dilakukan dengan mengumpulkan 
informasi dari berbagai media.  
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka 
didapatkan temuan bahwa latar belakang 
seseorang dikenakan pada sanksi  
kasepekang umumnya berkaitan dengan: 
(1) pelanggaran terhadap awig-awig desa 
adat, (2) akibat tidak membayar 
iuran/paturunan di desa pakraman, dan 
(3) penyalah gunaan wewenang desa 
pakraman. Hal ini sesuai dengan 
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pendapat yang dikemukakan oleh 
Sukrada (2013:5-7) yang menyatakan 
bahwa sanksi  kasepekang biasanya 
dijatuhkan kepada meraka yang 
melakukan: (1) pelanggaran terhadap 
awig-awig desa adat, (2) akibat tidak 
membayar iuran/paturunan di desa 
pakraman, (3) penyalah gunaan 
wewenang desa pakraman. Pelanggaran 
terkait awig-awig desa adat ini misalnya: 
(1) membuat aib yang menyebabkan 
tercemarnya nama baik desa pakraman, 
(2) membuat konflik di desa pakraman 
dan sebagainya yang terkait dengan 
masalah adat. Namun intinya  
kasepekang dapat dijatuhkan karena 
warga tersebut membangkang jika 
diberikan nasehat, teguran ataupun 
peringatan atau istilah lainnya  ngetuwel 
(membangkang).  
Penyebab sanki kasepekang yang kedua 
adalah akibat tidak membayar 
iuran/paturunan di desa pakraman. 
Paturunan ini biasanya dipungut ketika 
akan diselenggarakan upacara adat di 
desa ataupun ketika akan melakukan 
pembangunan terkait adat, misalnya  
pembangunan di pura kahyangan tiga. 
Kasus sanksi kasepekang akibat tidak 
membayar iuran/paturunan pernah terjadi 
di Tukadmungga. Dalam kasus tersebut 
warga  (krama) tidak mau 
membayar/melunasi iuaran paturunan. 
Penjatuhan sanksi terkait pembayaran  
paturunan ini sebenanrnya butuh 
perhitungan panjang, sebab terkait  
masalah ekonomi krama. Namun sanksi 
ini tetap dijatuhkan karena si penerima  
sanksi sudah berulang kali diperingatkan 
dan sudah berulang kali pula diberikan 
batas waktu untuk melunasi pembayaran, 
namun tetap membangkang. Akhirnya 
prajuru adat, yakni bendesa adat mau 
tidak mau harus memberikan sanksi 
terhadap  pelanggaran tersebut.  
Penyebab sanksi kasepekang ketiga 
adalah masalah penyalahgunaan 
wewenang. Berkaitan dengan 
penyalahgunaan wewenang desa 
pakrama, pernah terjadi di desa  
pakraman  Tukad mungga. Di desa 
tersebut pernah terjadi kasus yang 
melibatkan uang adat. Kasus ini 
melibatkan kepala desa kala itu, yang 
sekarang sudah tidak lagi menjabat. 
Mantan kepala desa ini dituduh 
menggelapkan uang adat senilai 30 juta 
yang rencananya akan dipergunakan 
untuk pembangunan koperasi desa. 
Namun ketika mantan kepala desa 
tersebut diminta pertanggungjawaban 
keuangan oleh bendesa adat, beliau tidak 
dapat menunjukkan laporan 
pertanggungjawaban tersebut. Kasus ini 
menyebabkan mantan kepala tersebut 
dikenakan sanksi  kasepekang oleh desa  
pakraman. 
Penjatuhan sanksi berupa kasepakang 
kepada warga sebenarnya tidak terjadi 
begitu saja, namun ada prosedur maupun 
aturan yang harus dilewati terlebih 
dahulu. Sebagaimana yang dikemukkan 
dalam Pasamuhan Agung III Majelis 
Desa Pakraman Bali yang memutuskan 
hal-hal sebagai berikut: (1) Sanksi  
kasepekang atau istilah lain yang 
mengandung arti dan makna sama 
dengan pemberhentian sementara sebagai 
krama desa, dapat dikenakan berdasarkan 
paruman (rapat) banjar atau desa 
pakraman kepada krama desa yang 
terbukti secara meyakinkan 
membangkang (ngatuwel) terhadap awig-
awig, pararem, dan kesepakatan banjar 
atau desa pakraman, setelah usaha 
penyelesaian melalui prajuru (kertha 
desa) yang dilakukan dianggap gagal, 
dan setelah beberapa sanksi lain yang 
juga dikenakan berdasarkan paruman 
tidak membuahkan hasil. Sanksi lain 
yang dimaksud, seperti: (a) peringatan 
lisan dan  tertulis oleh prajuru 
(pimpinan) banjar atau desa pakraman; 
(b) arta danda (denda materi) 
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berdasarkan awig-awig  yang berlaku. (2) 
Selama dalam masa  kasepekang, yang 
bersangkutan tidak berhak mendapatkan 
panyanggran (pelayanan/bantuan) seluruh 
anggota banjar dan desa pakraman yang 
ditandai dengan tidak mendapatkan 
suaran kulkul, dalam segala aktivitas 
yang dilakukan di desa pakraman 
setempat, baik dalam suasana suka 
(syukuran), kasucian (upacara agama), 
kalayusekaran (kematian), maupun 
kapancabayan (tertimpa musibah). (3) 
Sanksi adat  kasepekang berlaku untuk 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
paruman banjar atau paruman desa 
pakraman yang mengagendakan 
pembahasan perihal pengenaan sanksi  
kasepekang tersebut.  (4) Apabila dalam 
masa 3 (tiga) paruman tersebut pihak 
yang dikenakan sanksi  kasepekang tidak 
memenuhi segala kewajiban yang 
dibebankan, maka yang bersangkutan 
dapat diberhentikan (kanorayang) 
sebagai krama desa, dan tidak berhak 
menggunakan segala fasilitas milik desa 
pakraman, kecuali yang bersangkutan 
kembali menjadi krama desa, setelah 
memenuhi segala persyaratan sesuai 
dengan awig-awig yang berlaku. (5). 
Melarang pengenaan atau penjatuhan 
sanksi adat kanorayang atau istilah lain 
yang memiliki arti dan makna yang sama 
dengan pemberhentian penuh sebagai 
krama desa (warga desa), secara langsung 
sebelum tahapan-tahapan sanksi lain 
yang bersifat pembinaan diterapkan. (6) 
Desa pakraman yang melaksanakan 
sanksi adat kanorayang secara langsung, 
dianggap sebagai desa pakraman 
bermasalah.  
Terhadap si penerima sanksi kasepekang 
juga melekat hak-hak yang masih 
dimiliki. Hak krama desa yang 
mengalami sanksi kasepekang adalah 
sebagai berikut. (1) memanfaatkan setra 
(kuburan) banjar atau desa pakraman 
untuk melaksanakan upacara 
penguburan/pembakaran jenazah atau 
pitra yadnya  tanpa panyanggaran banjar 
dan atau desa pakraman. (2) 
memanfaatkan tempat suci dan fasilitas 
lain milik banjar atau desa pakraman, 
seperti halnya krama desa lainnya, 
dengan sepengetahuan prajuru banjar dan 
atau desa pakraman. (3) memanfaatkan 
tempat suci untuk tujuan khusus, 
dilakukan atas seizin prajuru banjar dan 
atau prajuru desa pakraman dan dituntun 
oleh pamangku di tempat suci 
bersangkutan. Sanksi kasepekang 
Berakhir Masa  kasepekang dianggap 
selesai sesudah pihak yang dikenakan 
sanksi memenuhi segala kewajiban yang 
dibebankan kepadanya dan ngaksamaang 
raga (meminta maaf) kepada krama 
banjar dan atau krama desa pakraman 
melalui prajuru banjar atau prajuru desa 
pakraman.  
Selain hak, terhadap si penerima sanksi 
kasepekang juga melekat kewajiban. 
Selama dalam masa  kasepekang, pihak 
yang dikenakan sanksi adat kasepekang 
berkewajiban mengadakan pendekatan 
kepada krama banjar dan krama desa 
yang lainnya melalui  prajuru banjar dan 
atau prajuru desa pakraman secara terus 
menerus guna mengupayakan 
penyelesaian permasalahan yang 
dihadapi. Kewajiban prajuru desa 
pakraman terkait sanksi  kasepekang 
adalah prajuru banjar dan atau prajuru 
desa pakraman wajib membina krama 
desa yang  kasepekang agar bisa kembali 
melaksanakan swadharma sebagai krama 
desa. Selanjutnya prajuru banjar dan 
atau  prajuru  desa pakraman tidak berhak  
untuk merekomendasikan kepada 
penyelenggara pemerintahan untuk 
mengurangi hak-hak administratif krama 
desa yang  kasepekang sebagai warga 
negara. 
Mengingat beratnya sanksi kasepekang 
tersebut, maka  setiap kali sanksi adat  
kasepekang dijatuhkan selalu saja menuai 
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kontroversi berkepanjangan. Kontroversi 
tersebut, hingga berujung pada 
pertanyaan masih relevankah sanksi ini 
diterapkan dan apakah sanksi ini tidak 
bertentangan dengan HAM.  
Apabila ditinjau dari format dan 
substansi awig-awig tertulis di desa 
pakraman, pada umumnya disusun sesuai 
contoh awig-awig tertulis yang 
dikeluarkan Pemerintah Propinsi Bali, 
walaupun sebenarnya tidak ada 
keharusan untuk itu. Dalam imba 
(contoh) awig-awig tetulis yang 
dimaksud, sanksi adat kasepekang masih 
dicantumkan sebagai salah satu sanksi 
adat. Oleh karena itu, menjadi masuk 
akal kalau dalam awig-awig tertulis desa 
pakraman di Bali, dicantumkannya sanksi 
adat kasepekang, sebagai salah satu 
sanksi yang dapat dikenakan kepada 
krama desa yang dianggap terbukti 
melakukan pelanggaran adat tertentu.  
Namun apabila ditinjau dari konsep dan 
pengertian HAM, maka beberapa 
kalangan menilai bahwa sanksi  
kasepekang dapat dinilai melanggar 
HAM. Mengacu pada pendapat yang 
dikemukkan Astiti (2010) menyatakan 
bahwa kasepekang atau pemberhentian 
sementara sebagai warga desa, dalam 
praktiknya dinilai melangar hak asasi 
manusia (HAM). Hal ini karena dalam  
praktik orang yang terkena sanksi  
kasepekang mendapatkan pelarangan 
penggunaan kuburan dan pura. 
Disamping itu, dengan dijatuhkannya 
sanksi kasepekang terhadap seseorang, 
itu berarti orang yang bersangkutan tidak 
diajak bertegur sapa atau berkomunikas, 
tidak mendapat pelayanan secara adat 
(misalnya arah-arahan dan segala 
informasi lainnya), bahkan ada ang 
berimbas pada tindakan tidak 
mendapatkan pelayanan kedinasan. 
Padahal salah satu rumusan HAM terkait 
dengan hak atas kebebasan informasi  
menyebutkan ”Setiap orang berhak untuk 
berkomunikasi dan memperoleh 
informasi untuk mengembangkan pribadi 
dan lingkungan sosialnya”. Lebih lanjut 
disebutkan bahwa setiap orang berhak 
untuk mencari, memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi dengan 
menggunakan berbagai jenis saluran. 
Dijatuhkannya sanksi kasepekang tidak 
saja menimbulkan penderitaan bagi 
warga yang dijatuhi sanksi karena 
mereka tidak berkomunikasi, tetapi juga 
menimbulkan rasa takut bagi warga desa 
yang mungkin ingin sesekali menyapa 
orang yang terkena sanksi  kasepekang.  
Pendapat serupa juga dikemukkan 
Peneliti hukum adat Bali, Wayan Windia 
saat berbicara dalam semiloka bertajuk 
“Kasepekang dalam Perspektif Hukum 
dan HAM” yang dilaksanakan Bali 
Santhi LPM Unud. Dalam acara tersebut, 
beliau menyatakan bahwa bila dicermati 
hukuman kasepekang telah melanggar 
aspek dari Hak Asasi Manusia, 
penyesuaian hukum harus berlangsung 
sesuai dengan perkembangan zaman, 
walaupun akan bersentuhan dengan 
budaya tetapi yang harus diingat budaya 
juga di bangun oleh manusia itu sendiri. 
Bukan berarti meninggalkan kebudayaan 
tetapi menyesuaikan dengan era ini. 
Kedua pendapat tersebut, kembali 
dipertegas dalam Majelis Desa Pakraman 
Bali mengeluarkan Keputusan Nomor 
01/Kep/Psm 2/MDP Bali/X/2007 
tertanggal 2007 yang menyatakan, 
“Penjatuhan sanksi adat  kasepekang dan 
kanorayang, dilarang sementara, sampai 
adanya rumusan yang memadai mengenai 
pengertian dan tatacara mengenai 
penjatuhan sanksi adat tersebut, yang 
berlaku bagi semua desa pakraman di 
Bali”.  
 
III. PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dipaparkan sebelumnya, maka dapat 
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ditarik simpulan bahwa: (1) latar 
belakang seseorang dikenakan pada 
sanksi  kasepekang umumnya berkaitan 
dengan: (a) pelanggaran terhadap awig-
awig desa adat, (b) akibat tidak 
membayar iuran/paturunan di desa 
pakraman, dan (c) penyalah gunaan 
wewenang desa pakraman. (2)   
penjatuhan sanksi berupa kasepakang 
kepada warga sebenarnya tidak terjadi 
begitu saja, namun ada prosedur maupun 
aturan yang harus dilewati terlebih 
dahulu. Aturan tersebut mengatur 
mekanisme pemberian sanksi,  tahapan 
pemberian sanksi, hak dan kewajiban 
penerima sanksi, hingga lamanya sanksi 
tersebut diberlakukan. (3) Terhadap si 
penerima sanksi kasepekang melekat 
hak-hak (a) memanfaatkan setra 
(kuburan) banjar atau desa pakraman 
untuk melaksanakan upacara 
penguburan/pembakaran jenazah atau 
pitra yadnya  tanpa panyanggaran banjar 
dan atau desa pakraman. (b) 
memanfaatkan tempat suci dan fasilitas 
lain milik banjar atau desa pakraman, 
seperti halnya krama desa lainnya, 
dengan sepengetahuan prajuru banjar dan 
atau desa pakraman. (c) memanfaatkan 
tempat suci untuk tujuan khusus, 
dilakukan atas seizin prajuru banjar dan 
atau prajuru desa pakraman dan dituntun 
oleh pamangku di tempat suci 
bersangkutan. Selain hak, terhadap si 
penerima sanksi kasepekang juga melekat 
kewajiban. Selama dalam masa  
kasepekang, pihak yang dikenakan sanksi 
adat kasepekang berkewajiban 
mengadakan pendekatan kepada krama 
banjar dan krama desa yang lainnya 
melalui  prajuru banjar dan atau prajuru 
desa pakraman secara terus menerus guna 
mengupayakan penyelesaian 
permasalahan yang dihadapi. (4) Ditinjau 
dari konsep dan pengertian HAM, maka 
beberapa kalangan menilai bahwa sanksi  
kasepekang dapat dinilai melanggar 
HAM karena dalam  praktik orang yang 
terkena sanksi  kasepekang mendapatkan 
pelarangan penggunaan kuburan dan 
pura. Disamping itu, dengan 
dijatuhkannya sanksi  kasepekang 
terhadap seseorang, itu berarti orang yang 
bersangkutan tidak diajak bertegur sapa 
atau berkomunikasi. Padahal salah satu 
rumusan HAM terkait dengan hak atas 
kebebasan informasi  menyebutkan 
”Setiap orang berhak untuk 
berkomunikasi dan memperoleh 
informasi untuk mengembangkan pribadi 
dan lingkungan sosialnya”. 
Berdasarkan simpulan yang telah 
dipaparkan, maka disarankan bagi 
masyarakat adat di Bali secara umum 
hendaknya selalu menjunjung dan 
mematuhi aturan yang tertera di awig-
awig, sebab aturan dalam awig-awig ini 
merupakan aturan yang sudah disepakati 
bersama dalam paruman (rapat desa), 
sehingga masyarakat wajib untuk 
mematuhi aturan yang didasari 
kesepakatan tersebut. Dengan mentaati 
aturan tersebut, maka akan terhindar dari 
sanksi kasepekang. Bagi masyarakat desa 
pakraman, bila ingin menerapkan sanksi 
kasepekang ini, haruslah dilaksanakan 
secara tegas dan mengikuti mekanisme 
yang ada. Bagi pemerintah propinsi Bali 
agar dapat mengeluarkan aturan secara 
jelas dan tegas, bila ingin 
mempertahankan sanksi kasepekang atau 
melanjutkan sanksi ini. Perlu juga 
diperhatikan maupun dianalisis 
kesesuaian sanksi ini dengan hukum 
nasional yang berlaku.  
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